BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
M’Rian Desa Kufeu Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka terkait Analisis
pengelolaan keuangan BUMDes Tahun Anggaran 2019-2021 belum secara
keseluruhan berjalan dengan ketentuan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, yang diadopsi dalam pengelolaan keuangan
BUMDes, sebab untuk saat ini belum ada regulasi yang merujuk terhadap
Pengelolaan Keuangan BUMDes. Berikut beberapa tahapan pengelolaan
keuangan BUMDes yang masih terdapat kendala sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan, berjalan dengan baik karena di setiap awal tahun
BUMDes M’Rian dikatakan sudah baik namun dalam pemanfaatan modal kurang
tepat sehingga mengalami defisit pendapatan dimana pengeluaran di tahun 2019
dan 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan setiap pendapatan yang
diterima BUMDes M’Rian
b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan belum berjalan dengan baik, karena lemahanya
aparatur BUMDes M’Rian dalam mengelola keuangan yaitu BUMDesa M’rian
tidak menampilkan pencatatan laporan perkembangan dari masing-masing produk
daun marungga, sehingga tidak diketahui dengan jelas atau pasti hasil berapa

jumlah pendapatan dan biaya dalam satu tahun berjalan.
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c. Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan belum berjalan dengan baik, dimana dalam
pencatatan masih menggunakan metode sederhana, pencatatan dilakukan secara
manual dan tingginya resiko human error dalam menyajikan sistem informasi
akuntansi BUMDes yang bersifat akuntabel dan transparan.
d. Pelaporan

Pada tahap pelaporan sudah berjalan dengan baik, namun pelaporan masih
disampaikan secara lisan maupun pencatatan secara manual tanpa melalui media
online. Setiap jenis pelaporan masih menggunakan pencatatan secara manual yaitu
melalui rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran tahun 2019-2021 yang dimana
angka dan penempatan nama akun berbeda dengan laporan keuangan yang dicatat
menggunakan excel dan melalui aplikasi SIA BUMDes.
e. Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban BUMDes M’Rian masih belum berjalan
dengan baik, dimana pertanggungjawaban sudah kewajiban bagi setiap aparat
desa dalam memberikan laporan sesuai dengan realisasi keuangan BUMDes.
Dalam memberikan laporan tahunan kepada Dinas PMD Kabupaten Malaka,
Kepala Desa Kufeu, dan Masyarakat Desa Kufeu, namun di tahun 2020 dan 2021
tidak dilakukan oleh pihak BUMDes M’Rian hanya dilakukan pada tahun 2019
saja. Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 70 ayat (2) menjelaskan
tentang laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
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6.2 Saran

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

a.  Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malaka, agar
mampu bekerjasama dalam pengembangan SDM khususnya pada bidang
pengelolaan keuangan BUMDes M’Rian.

b. Kepada Pemerintah Desa Kufeu, agar lebih memperhatikan pengelolaan
keuangan BUMDes M’Rian sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.

c. Kepada Pengelolaan BUMDes M’Rian, agar lebih dalam memaksimalkan
kinerja, potensi desa serta memperhatikan standar operasional.

d. Kepada Masyarakat Desa Kufeu, agar dapat membantu dan mendukung
dalam semua kegiatan operasional BUMDes M’Rian sehingga mampu

terciptanya tujuan BUMDes M’Rian.
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